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2. Maksud dan Tujuan 
a. Maksud 

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk: 
1) Memberikan pedoman bagi pegawai ASN di lingk:ungan Kementerian 

Perhubungan dalam melaksanakan presensi dan pengajuan 
administrasi kehadiran secara elektronik melalui Diqiial Office (DO); 

2) Menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab pegawai ASN terhadap 
pemenuhan hari kerja dan jam kerja sebagai bagian dari budaya kerja 
ASN;dan 

3) Mewujudkan pengelolaan data kehadiran yang terintegrasi, akurat, real- 
time, dan mudah dipantau oleh Pimpinan unit kerja. 

1. Latar Belakang 
Dalam rangka meningkatkan disiplin, akuntabilitas, dan transparansi 
pencatatan kehadiran pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingk:ungan 
Kementerian Perhubungan, serta sejalan dengan penerapan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ketentuan hari kerja dan jam 

· kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan 
Nomor KM 168 Tahun 2024, Kementerian Perhubungan telah 
mengembangkan Modul Presensi pada aplikasi Digital Office yang terintegrasi 
melalui Single Sign-On (SSO) HUBNET. Sistem Kehadiran Elektronik dan 
Monitoring Penugasan Jarak Jauh (SKEMA RAJA) yang diberlakukan melalui 
Surat Edaran Nomor SE 4 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor SE 5 Tahun 
2020 dalam rangka perianganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sudah 
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi saat ini, sehingga perlu diatur 
kembali penggunaan sistem kehadiran elektronik melalui Digital Office (DO) 
di lingkungan Kementerian Perhubungan. 
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di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan 
3. Para Kepala Kantor /Unit Pelaksana Teknis, 
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4. Dasar Hukum 
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6264); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 182); 

f. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam 
Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50); 

g. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian 
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 
369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 73 

3. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: 
a. Akses dan kewajiban presensi elektronik; 
b. Hari kerja dan jam kerja; 
c. Tata cara penggunaan Digital Office (DO); 
d. Pengawasan serta Monitoring dan Evaluasi; dan 
e. Penerapan Digital Office (DO); 
bagi seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

b. Tujuan 
Surat Edaran ini bertujuan untuk: 

1) Terlaksananya pen ca ta tan kehadiran pegawai ASN secara seragam, 
tertib, dan akuntabel di seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan; 

2) Tersedianya data kehadiran yang valid sebagai dasar penilaian kinerja, 
pembinaan disiplin, dan perhitungan pembayaran tunjangan kinerja 
pegawai; dan 

3) Mendukung pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel yang tetap 
terukur dan terpantau. 
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b. Hari Kerja dan Jam Kerja 
1) Hari kerja pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan 

ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu hari Senin 
sampai dengan hari Jumat. 

2) Jam kerja pegawai ASN terdiri atas: 
a) Jam kerja reguler, dengan ketentuan: 

(1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis: jam masuk pukul 07.30, 
jam istirahat pukul 12.00-13.00, dan jam pulang pukul 16.00; 
dan 

(2) Hari Jumat: jam masuk pukul 07 .30, jam istirahat pukul 11.30- 
13.00, dan jam pulang pukul 16.30, 

5. Isi Edaran 
a. Akses dan Kewajiban Presensi Elektronik 

1) Seluruh pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib 
melakukan presensi masuk dan presensi pulang setiap hari kerja 
secara elektronik melalui Modul Presensi pada aplikasi Digital Office 
(DO). 

2) Modul Presensi dapat diakses melalui: 
a) Laman https: // digitaloffice.kemenhub.go.id/layanan-presensi/; 
b) Laman SSO HUBNET https: / /hubnet.kemenhub.go.id/ pada menu 

Akses Cepat "Presensi"; atau 
c) Aplikasi Digital Office Mobile, 
dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kata sandi akun 
Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) masing-masing pegawai. 

3) Akun Digital Office (DO) bersifat pribadi dan tidak boleh digunakan oleh 
atau dipinjamkan kepada pihak lain. 

4) Dalam melakukan presensi, pegawai dilarang memanipulasi lokasi, 
menitipkan presensi, dan/ atau menggunakan foto yang tidak diambil 
secara langsung pada saat presensi. 

5) Data presensi yang tercatat dalam Digital Office (DO) merupakan data 
kehadiran resmi pegawai yang digunakan sebagai dasar rekapitulasi 
kehadiran, penilaian kinerja, pembinaan disiplin, dan perhitungan 
pembayaran tunjangan kinerja. 

Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 29); 

h. Peraturan Menteri Perhubungan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 
2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM . 4 Tahun 2025 ten tang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 
618); 

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 168 Tahun 2024 tentang 
Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan. 
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d. Pengawasan serta Monitoring dan Evaluasi 
1) Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama, dan Kepala Kantor /Unit Pelaksana Teknis melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan presensi pegawai di lingkungannya 
melalui Dashboard Organisasi pada Digital Office (DO). 

2) Pejabat Penilai Kinerja/ atasan langsung melakukan pengawasan dan 
memberikan persetujuan atas pengajuan administrasi kehadiran 
pegawai sesuai dengan kewenangannya. 

3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan presensi melalui Digital Office 
(DO) dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh Pimpinan unit kerja 
serta dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal. 

4) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini dikenakan 
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan mengenai disiplin pegawai ASN yang berdampak pada 
pembayaran tunjangan kinerja. 

c. Tata Cara Penggunaan Digital Office (DO) 
1) Tata cara presensi masuk dan pulang, pengajuan administrasi 

kehadiran, dan pemantauan riwayat kehadiran mengacu pada modul 
Digital Office (DO) dan Manual Book Modul Presensi Pegawai yang 
tersedia dalam aplikasi Digital Office (DO). 

2) Kendala teknis dalam penggunaan Digital Office (DO) disampaikan 
melalui layanan pengaduan teknis pada Dashboard Digital Office (DO) 
atau kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi. 

denganjumlahjam kerja 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per hari 
atau 37 {tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu. 

b) Jam kerja pada bulan Ramadan, dengan ketentuan: 
(1) Harl Senin sampai dengan hari Kamis: jam masuk pukul 08.00, 

jam istirahat pukul 12.00-12.30, dan jam pulang pukul 15.00; 
dan 

(2) Harl Jumat: jam masuk pukul 08.00, jam istirahat pukul 11.30- 
12.30, danjam pulang pukul 15.30, 

dengan jumlah jam kerja 6 (enam) jam 30 (tiga puluh) menit per 
hari atau 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit per minggu. 

3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi unit 
kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik secara terus-menerus 
atau menerapkan jam kerja bergilir (shift) sesuai dengan penetapan 
Pimpinan unit kerja. 

4) Hari kerja dan jam kerja pegawai ASN di lingkungan Kementerian 
Perhubungan selanjutnya berpedoman pada Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor KM 168 Tahun 2024 tentang Hari Kerja dan Jam 
Kerja Instansi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan. 

5) Presensi melalui Digital Office (DO) dilaksanakan sesuai dengan hari 
kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 
2 yang telah diatur pada sistem untuk masing-masing unit kerja. 
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Tembusan: 
1. Menteri Perhubungan; 
2. Wakil Menteri Perhubungan. 

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 
dengan pen uh tanggung jawab. 

6. Penutup 
a. Pada saat Surat Edaran ini berlaku, Surat Edaran Nomor SE 4 Tahun 2020 

tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat 
Edaran Nomor SE 5 Tahun 2020 tentang Penggunaan Sistem Kehadiran 
Elektronik dan Monitoring Penugasan Jarak Jauh (SKEMA RAJA) di 
Lingkungan Kementerian Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku; dan 

b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

e. Penerapan Digital Office (DO) 
1) Penerapan presensi melalui Digital Office (DO) berlaku bagi seluruh 

unit kerja pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 
Kementerian Perhubungan mulai bulan Oktober Tahun 2026. 

2) Dalam rangka mendukung penerapan sebagaimana dimaksud pada 
angka 1, Pimpinan unit kerja menetapkan Admin Unit Kerja, 
memastikan lokasi unit kerja, jam kerja, dan data pegawai pada Digital 
Office (DO) telah sesuai, serta melakukan sosialisasi kepada seluruh 
pegawai di lingkungannya. 
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